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ABSTRACT 

 
Subscription parking policy in the district of lamongan has been running since 2004 with the purpose to increase 

revenue from parking retribution sector and until now there are still several problems services in the field .This research 

aims to describe the effectiveness of parking policy subscription and the increase in revenue from parking sector in districts 

lamongan .This research refers to the indicators the effectiveness of the theory of james l , gibson .The study is done with 

the qualitative method with descriptive type research , located in district lamongan .The determination of informants 

technique using means purposive of sampling , with data collection techniques by way of interviews , observation , and 

documentation .Engineering the validity of the data used was triangulation data and data analysis technique by means of a 

reduction of the data , presentation of data , and the withdrawal of the conclusions.Conclusion in this research is parking 

subscription policy in the district of lamongan has run efektiv and also impact on increased revenue from the sector parking 

retribution.Researchers suggest that the department of transportation district lamongan can fix again sdm, improve security 

and to add location point parking subscription more evenly.  
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Pendahuluan 

Kendaraan bermotor seperti sepedah motor, 

mobil, bus, dan truk menjadi moda transportasi favorit 

untuk kebutuhan transportasi darat.Kendaraan bermotor 

menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk 

kebutuhan mobilitas pribadi hingga kebutuhan mobilitas 

untuk tujuan distribusi dari suatu industri. Pengunaan 

kendaraan bermotor pun mendorong sektor industri untuk 

penggunaan alat angkut barang dalam jumlah besar agar 

bisa mempercepat proses distribusi yang dalam hal ini 

adalah mobilitas barang dari satu tempat ketempat lain. 

Penggunaan kendaraan bermotor secara pribadi biasanya 

menggunakan moda trasnportasi seperti sepedah motor 

dan mobil dimana kapasitas penumpangnya pun terbatas 

2 orang untuk sepedah motor dan 8 orang untuk mobil. 

Sedangkan moda transportasi truk menjadi moda 

transportasi favorit untuk kebutuhan mobilitas industri 

karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar. 

Melihat pentingnya penggunaan kendaraan 

bermotor maka kebutuhan akan kepemilikan kendaraan 

bermotor pun menjadi tinggi. Dengan kebutuhan 

kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin tinggi 

akan jumlah kendaraan bermotor juga semakin tinggi. 

Terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari 

tahun ketahunnya dan jumlahnya hingga mencapai jutaan 

unit mulai dari motor, mobil, truk, hingga bus. Jumlah 

penigkatan yang terjadi dari tahun ketahun dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:  

 

 

Tabel I.I Jumlah kendaraan bermotor di indoesia 

dari tahun 2008 – 2012 

Sumber: BPS Indonesia 

 

Dengan melihat jumlah kendaraan yang semakin 

tahun semakin meningkat maka kondisi jalan raya akan 

semakin penuh. Dimana jalan akan digunakan untuk 

kendaraan bergerak dan kendaraan parkir. Setiap 

pengguna jalan membutuhkan parkir ketika mereka 

sampai di tujuan. Meningkatnya jumlah kendaraan di tiap 

tahunnya juga sebanding dengan jumlah kendaraan yang 

akan menggunakan jasa parkir. bisa dikatakan kendaraan 

yang menggunakan jasa parkir tiap tahunnya akan 

semakin menigkat. kegiatan parkir ini biasa di lakukan di 

tepian jalan umum dengan menggunakan sebagian badan 

jalan untuk menaruh kendaraan yang parkir. Jika 

Tahu

n 

Mobil 

Penump

ang 

Bis Truk Sepeda 

motor 

jumlah 

2008 7.489. 

852 

2.059.18

7 

4 452 

343 

47 683 

681 

61 685 

063 

2009 7.910. 

407 

2.160 

.973 

4 452 

343 

52 767 

093 

67 336 

644 

2010 8.891. 

041 

2.250 

.109 

4 687 

789 

61 078 

188 

76 907 

127 

2011 9.548. 

866 

2.254.40

6 

4 958 

738 
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85 601 
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2012 10.432. 
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5 286 
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kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum semakin 

banyak di tiap tahunnya bisa dikatakan bahwa badan 

jalan semakin banyak tergunakan untuk kegiatan parkir. 

Tiap pengguna jas parkir akan dikenakan biaya parkir, 

keuntungan dari jasa parkir ini juga akan semakin 

menigkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor 

yang jumlahnya semakin menigkat. Dengan kata lain 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan banyak 

berdampak bagi lalu lintas dan juga berdampak bagi 

pemasukan pemerintah. Di luar dari pemasukan daerah, 

pemerntah juga semakin di tantang dengan peningkatan 

jumlah kendaraan beemotor yang tiap tahunnya semakin 

meningkat dalam bentuk pembuatan kebijakan yang 

inovatif dan juga pelayanan yang baik dalam 

menyediakan lahan parkir. Maka dari itu peran 

pemerintah sangatlah penting dalam menanggapi situasi 

ini agar situasi ini bisa berdampak positif bagi 

perkembangan dan pembangunan daerah 

Sejak disahkannya UU No.32 tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah indonesia telah menjalankan 

otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang 

- undangan.  Dengan demikian pemerintah daerah akan 

membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

masing – masing. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah tentu telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

daerahnya sehingga daerah dapat lebih efektif dan lebih 

efisien dalam membuat peraturan dan implementasinya. 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan 

UU No. 32 tahun 2004 maka peraturan di tiap daerah pun 

bisa berbeda – beda dan peraturan pemerintah daerah 

diwujudkan dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah) 

sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur 

urusan pemerintahan di suatu daerah. dengan adanya 

otonomi daerah ini pemerintah daerah di untut untuk 

semakin inovatif dalam membuat kebijakan. Dengan 

melihat jumlah kendaraan bermotor yang semakin 

meningkat tiap tahunnya dan juga saat ini Indonesia telah 

menjalankan otononmi daerah maka pemerintah daerah 

harus inovatif dalam membuat kebijakan terlebih inovatif 

dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut parkir 

untuk menjawab situasi tersebut. Peraturan Daerah 

menyangkut parkir pun berbeda – beda tiap daerah.  

Kebijakan pemerintah mengenai parkir di satu daerah 

telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari 

daerah itu sendiri. 

Dari kebijakan pemerintah ynag mengatur 

berlangsungnya kegiatan parkir di satu daerah maka 

pemerintah juga memiliki peraturan yang juga berkaitan 

dengan pendapatan dari jasa parkir.Tentunya pendapatan 

dari parkir ini tidaklah sedikit dan tentu berpengaruh 

pada pendapatan daerah ketika parkir ini di kelola oleh 

pemerintah.Dengan adanya UU No.33 tahun 2004 

tentang perimbangan keungan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah maka pemerintah daerah lebih 

bisa mengolah dan mengatur keuangan daerahnya masing 

– masing.Dalam UU No. 33 tahun 2004 salah satu 

sumber penerimaan daerah adalah dari PAD (Pendapatan 

Asli Daerah).Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. Menurut UU No.33 tahun 2004 Pendapatan 

Asli Ddaerah diperoleh dari: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah 

diasumsikan dapat mengontrol pelaksanaan parkir dan 

juga pendapatan dari parkirnya.Pendapatan dari sekrot 

parkir diasumsikan bisa mengalami peningkatan di tiap 

tahunnya dengan mengingat peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin 

bertambah. 

 Tuntutan untuk berinovasi dalam membuat 

kebijakan untuk menangani jumlah kendaraan bermotor 

yang semakin meningkat tiap tahunnya telah diwujudkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui PERDA 

No 15.tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum. Dalam kebijakan tersebut Pemerintah 

Kabupaten Lamongan membagi sistem parikir menjadi 

beberapa sistem yaitu dengan sistem harian dan sistem 

parkir berlanganan.Kedua sistem itu dilakukan di tempat 

parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya 

dikelola oleh pemerintah.Untuk tempat parkir khusus 

dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan 

hukum.Sedangkan tempat parkir insidentil bisa 

dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan 

atau badan hukum.Parkir berlangganan merupakan 

inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

lamongan adapun tujuannya untuk pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih inovatif dan juga peningkatan 

pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir 

berlangganan. Ada pun dasar hukum dari kebijakan 

parkir berlangganan adalah sebagai berikut: 

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 

6 Tahun 2004 

Tanggal : 2 Desember 2004 

Tentang : Pengelolaan Retribusi Parkir 

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 

15 Tahun 2010 

Tanggal : 11 November 2010 

Tentang : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 

 Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 22 

Tahun 2004 

Tanggal : 31 Desember 2004 
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Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Perda 

Kab.Lamongan No. 6 Tahun       

2004 

 SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 

Tentang : Persetujuan Pelaksanaan 

Kerjasama Pemungutan Retribus 

Parkir Berlangganan Dengan 

Pemerintah kabupaten / Kota di 

Jawa Timur. 

 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 

Kabupaten Lamongan, Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur dan POLRES Lamongan 

Nomor : 181.1/1/413.013/2012 

970/57/120.22/ 2012 

B/ 1986/16/2012 

Tentang : Pelaksanaan Pemungutan 

retribusiparkir berlangganan       

kendaraan bermotor di Kabupaten 

Lamongan 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

15 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan 

Umum ditetapkan bahwa besaran harga yang harus di 

bayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk parkir 

berlangganan dan parkir harian adalah sebagai berikut: 

 Parkir harian 

A. Untuk kendaraan bermotor JBB > 3.500 Kg 

(bus, truk, mobil barang, atau kendraan 

sejenisnya) sebesar Rp 2.500,- per satu kali 

parkir. 

B. Untuk kendaraan bermotor JBB < 3.500 Kg 

(mini bus, mini truk, pick up, pick up box, 

MPU, atau kendaraan sejenisnya) sebesar Rp 

1.500,- per satu kali parkir. 

C. Untuk kendaraan / mobil pribadi (colt station 

wagon, station wagon, jeep dan kendaraan 

sejenisnya) sebesar Rp 2000,- per sekali 

parkir. 

D. Sepedah motor sebesar Rp 500,- per satu kali 

parkir. 

E. Sepedah atau kendaraan tidak bermotor Rp 

200,- per satu kali parkir. 

 Parkir Berlangganan 

A. Mobil Penumpang Umum, bus, truk, pick 

up, pick up box, angkutan khusus sebesar Rp 

40.000,- Per tahun 

B. Sepedah motor sebesar Rp 20.000,- per 

tahun. 

Sistem pembayaran parkir berlangganan cukup mudah 

dan cepat prosesnya masuk ke kas daerah. Pembayaran 

parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan 

menggunakan sistem “notice” langsung pada STNK 

pemberian stiker parkir berlangganan ketika pengurusan 

pajak tahunan kendaraan bermotor oleh setiap wajib 

pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Lamongan 

dan kemudian SAMSAT Lamongan langsung 

menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim. 

Sedangkan parkir harian dimana pengguna jasa parkirnya 

adalah kendaraan bermotor dengan plat nomor di luar 

daerah lamongan langsung membayar kepetugas parkir. 

petugas parkir yang menerima bayar dari penguajasa 

parkir harian dalam hari itu langsung menstor kepada 

petugas dari Dinas Perhububngan Kabupaten Lamongan 

dan segera mensetorkan ke Dinas perhubungan. Uang 

parkir yang terkumpul di Dinas Perhubungan Kabupaten 

lamongan akan disetorkan langsung ke PEMDA 

Lamongan. 

Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah, 

kebijakan parkir berlangganan dinilai telah sangat 

berkontribusi melalui pencapaian target yang semakin 

meningkat tiap tahunnya dan keadaan ini sangat 

mendongkrak pemasukan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan  dari sektor retribusi parkir. Pencapaian 

targetnya dapat diliht pada tabel berikut ini: 

 

Tabel I.2 Target Retribusi Parkir (sebelum dan 

sesudah pelaksanaan parkir berlangganan) Mulai 

Tahun 2004 s/d Agustus 2013 
No Tahun Ruda 

Dua 

Roda 

Empat 

Target PAD 

Parkir 

Realisasi PAD 

Parkir 

1 2004   Rp 

300.000.000,- 

Rp 

300.000.000,- 

2 2005 124.833 8.853 Rp 

1.975.000.000,- 

Rp 

2.850.780.000,- 

3 2006 136.106 9.103 Rp 

2.550.000.000,- 

Rp 

3.056.240.000,- 

4 2007 148.405 9.565 Rp 

3.067.040.000,- 

Rp 

3.350.700.000,- 

5 2008 160.640 9.854 Rp 

3.600.000.000,- 

Rp 

3.606.960.000,- 

6 2009 191.912 11.993 Rp 

3.825.000.000,- 

Rp 

4.317.960.000,- 

7 2010 206.052 12.833 Rp 

4.100.000.000,- 

Rp 

4.634.360.000,- 

8 2011 220.789 14.556 Rp 

5.055.000.000,- 

Rp 

4.998.020.000,- 

9 2012 243.323 16.773 Rp 

5.462.000.000,- 

Rp 

5.535.560.000,- 

10 Agustus 

2013 

171.556 12.128 Rp 

5.771.240.000,- 

Rp 

3.916.240.000,- 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 

bersifat bagi hasil dan pembagian hasinya adalah sebagai 

berikut: 

 PEMKAB Lamongan : 82% 

 PEMPROP JATIM : 13% 

 Kepolisisan Resort Lamongan : 5% 

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten 

Lamongan tersebar di beberapa lokasi dan tiap lokasi 

memiliki beberapa titik sebagai tempat pelayanan parkir 

berlangganan.Sayanggnya hanya 2 kecamatan saja yang 

baru bisa menikmati pelayanan parkir 

berlangganan.Diluar permasalahan mengenai persebaran 

titik parkir berlangganan, kebijakan parkir berlanggann 
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memberi kontribusi besar terhadap pendapatan retribusi 

parkir. Selain pendapatan yang meningkat di sektor 

retribusi parkir melalui parkir berlangganan masih ada 

beberapa hal yang harus digali menganai pelayanan yang 

diberikan dan juga menyangkut ketertiban sebagai 

efektivitas kebijakan Parkir berlangganan ini. 

Penelitian sebelumnya terkait dengan parkir 

berlangganan antara lain dilakukan oleh Wahyu Dwi 

Puspita sari mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan 

retribusi parkir berlangganan di kabupaten Ngajuk. Hasil 

dari penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan parkir 

berlangganan di Kabupaten nganjuk telah berjalan 

dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan.Kebijakan 

parkir berlangganan Kabupaten Nganjuk sangat efektif 

dalam peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan 

juga dalam pelayanan publik. 

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Faris 

Angger Hidayatullah tentang implementasi kebijakan 

parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan parkir 

berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan 

secara maksimal di dalam pelayanan, pengawasan, serta 

pengendalian.Ketidak maksimalannya terlihat dalam hak 

penggunan jasa parkir berlangganan masih belum bisa di 

penuhi secara keseluruhan dan respon pengguna jasa 

parkir berlangganan yang menyatakan tidak puas atas 

pelayanan parkir berlanganan. Di luar pelayanan parkir 

berllanganan Kabupaten Sidoarjo masih kurang 

bekerjasama dengan stake holder  yang terkait dengan 

kebijakan parkir berlangganan, masih banyak juru parkir 

berlangganan yang masih memungut uang parkir,  

pengawasan yang kurang, dan sarana prasaranan yang 

kurang.   

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang 

efektivitas kebijakan parkir berlangganan dimana 

menekankan pada efektivitas kebijakan parkir 

berlangganan dalam menyajikan pelayanan yang 

diberikan pemerintah Kabupaten Lamongan pada 

pengguna jasa parkir berlanggan mengingat pelayanan 

yang optimal merupakan timbal baik dari pendapatan asli 

daerah yang terus meningkat  dari sektor parkir terlebih 

dengan adanya kebijakan parkir berlangganan di 

Kabupaten Lamongan. Dengan melihat permasalahan-

permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai efektivitas kebijakan parkir 

berlangganan di Kabupaten Lamongan. 

Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang permasalahan yang terjadi 

pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di  

Kabupaten Lamongan maka masalah yang terjadi dapat 

di rumruskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah efektivitas kebijakan parkir 

berlangganan di Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimanakah pengaruh kebijakan parkir 

berlangganan terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Lamongan? 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

efektivitas kebijakan parkir berlangganan dan 

peningkatan PAD Kabupaten Lamongan setelah 

kebijakan parkir berlangganan berjalan efektif di 

Kabupaten Lamongan melallui penjabaran fakta-fakta 

yang terjadi di Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan 

kebijakan parkir berlangganan. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber saran 

bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

menigkatkan efektivitas kebijakan parkir berlangganan 

dan lebih terpacu dala meningkatkan Pendapatan Asli 

daerah dari sektor retribusi parkir dengan pelaksanaan 

kebijakan parkir berlangganan yang lebih efektiv serta 

dapat menjadi inspirasi untuuk meningkatkan pelayanan 

kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Penelitin ini 

juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi 

Kabupaten / Kota yang ingin menetapkan kebijakan 

parkir berlangganan sebagai salah satu cara 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Manfaat akademis 

Dengan adannya penelitian dapat menjadi acuan 

penelitian yang serupa dalam perkembangan selanjutnya 

khususnya studi mengenai kebijakan parkir 

berlangganan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodoogi 

penelitian kualitatif.Dengan menyesuaikan permasalahan 

dan tujuan penelitian maka metode penelitian kualitatif 

menjadi metode pilihan dari peneliti dalam melakukan 

penelitian ini. Beberapa pertimbangan penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif adalah 

sebaagai berikut: 

1. Lebih muda menyesuaikan metode kualitatif apa bila 

berhadapan dengan kenyataan ganda. 

2. Metode kualitatif menyediakan secara langsung 

hakikat hubungan antra peneliti dan responden. 

3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terdapat pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

Dengan menggunakan metode kualitatif maka 

analisis datanya dilakukan dengan cara induktif-

kualitatif. Dimana penelitian kualitatif berkembang 

sebagai suatu metode disciplined inquiry yang lebiih 

induktif sifaatnya. Dalam hal ini tentunya peneliti perlu 

memiliki kadar keterlibatan yang tinggi (dengan segena 

jiwa dan raganya) aktif mendengar, observasi, bertanya, 

mencatat, terlibat, menghayati, berfikir dan menarik 

inferensi dari apa yang dipelajari. (Sanapiah Faisal:1990) 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian 

ini, oleh karena penelliti adalah sebagai perencana, 

pelaksana pengumpul data, dan pelopor hasil 

penelitiannya.(Moleong, J. Lexy 2005: 121) Metode 
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kualitatif pada dasarnya berbentuk siklus (tidak linier), 

artinya tahap-tahap itu senantiasa harus diulang-

ulang.Maka dari itu penelitian kualitatif merupakan 

kegiatan berstruktur, berencana, dan berstrategi, maka 

sesuai dengan karakteristik kegiatannya ditempuh 

beberpa tahap. (Hidayatulah, Faris angger: 2014: 68) 

Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan 

 Efektivitas kebijakan parkir berlangganan di 

Kabupaten Lamongan menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini. Menurut H. Emerson dalam Soewarno 

Handayaningrat mendefinisikan keefektivan sebagai 

suatu pengukuran dalam arti tercapainnya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukansebelumnya. 

(http://repository.usu.ac.id)  

 Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

indikator dalam menentukan efektivitas dengan 

menggunakan indikator yang di kemukakan oleh Gibson 

dimana indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapainan tujuan 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang 

mantab 

4. Perencanaan yang matang 

5. Penyusunan program yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat mendidik 

(Kurniawan, Agung 2005 : 107) 

Kejelasan Tujuan 

 Dari indikator ini kebijakan parkir berlangganan 

Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu membangun 

Kabupaten Lamongan melalui peningkatan pendapatan 

dari sektor retribusi parkir. tujuan itu merupakan 

kesimpulan dari beberapa tujuan lain yang lebih spesifik 

yaitu pengoptimalan pemasukan dikarenakan Kabupaten 

Lamongan juga mengalami kebocoran pemasukan dari 

retribusi parkir akibat sistem yang membuat 

pemasukannya tidak optimal bahkan terjadi kebcoran. 

Salah satu tujuan lainnya dari kebijakan parkir 

berlangganan adalah emperbaiki sistem perparkiran di 

Kabupaten Lamongan dengan dan juga diharapkan bisa 

lebih tertib dalam area parkir dan juga menjaga 

ketertiban lalulintas. Tujuan lainnya adalah pelayanan 

kepada pengguna jasa parkir berlangganan karena 

pengguna jasa parkir berlangganan berhak mendapatkan 

pelayanan yang baik dari petugas di lapangan.  

 Dari keseluruhan tujuan kebijakan parkir 

berlangganan Kabupaten Lamongan dapat dilihat jelas 

bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan pemasukan 

daerah dari upaya pengoptimalan penggalian sumber 

pemasukan yang besar dalam pengelolahan yang baik 

yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir 

berlanggganan. Karena dengan menjalankan kebijakan 

parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar 

pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk 

membayar parkir berlangganan. Dengan sistem itulah 

pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak terjadi 

kebocoran. 

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 

 Dinas Perhubungan selaku organisasi pelaksana 

melakukan beberapa strategi yang berhubungan untuk 

pencapaian tujuan. Mulai dari persiapan sumber daya 

manusia  dengan memberi pembekalan juru parkir. 

mempersiapkan sistem di dalam Dinas Perhubungan 

Kabupaten Laongan sendiri, mempersiapkan sistem juga 

yang tiap tahunnya mengalami penyempurnaan. 

Berinovasi dengan membuat sistem online dalam 

pembayaran retribusi parkir berlangganan dimana notice 

pembayarannya langsung melekat pada notice pajak 

kendaraanyang harus dibayarkan tiap tahunnya. Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan juga melakukan 

strategi pendekatan kepada masyarakat dengan 

bersosialisai kedesa-desa dan juga melakukan SAMSAT 

keliling yang bekerjasama dengan instansi lain dalam 

llangkah jemput bola dan mendekatkan diri kepada 

masyarakat. Di luar itu Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lamongan juga memberikan reward kepada penggunan 

jasa parkir berlangganan  dengan mengadakanundian dari 

kupon parkir berlangganan untuk menarik animo 

masyarakat.  

 Melihat apa yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubugnan Kabupaten Lamongan seharusnya lebih 

mudah dalam mencapai tujuan karena pendekatan 

strateginya dari segalah arah mulai dari dalam Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan  hingga 

mempersiapkan sistem yang matang dan inovatif dimana 

selalu ada penyempurnaan sehingga sistem mnya pun 

tidak berhenti untuk terus berinovasi. Diluar berinovasi, 

Dinas perhubungan Kabupaten Lamongan juga 

mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga 

memeberikan reward dengan harapan masyarakat akan 

tertarik untuk mengurus surat-surat dan memebyar pajak 

kendaraan bermotornya sekaligus memebayar retribusi 

parkir berlangganan. 

Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang 

Mantab  

Dalam indikator ini kebijakan parkir 

berlangganan Kabuapten Lamongan bermula dari 

pengolahan pendapatan sektor retribusi parkir yang 

mengalami kebocoraa. Di tambah dengan semangat dari 

kabupaten banyuwangi dan Kabupaten Bojonegoro yang 

telah mendahului melaksanakan kebijakan parkir 

berlangganan. Pemerintah Kabupaten Lamongan 

berinisiatif untuk studi banding ke kedua Kabupaten 

unutk mengadaptasi kebijakan parkir berlangganan. 

Setelah itu di ajukan prolekda ke DPR sehingga dapat 

dibuat PERDA yang sesuai dengan Kabupaten 

Lamongan. Setelah itu keluarlah Peraturan Daerah dan 

juga Surat Keputusan Bupati sebagai berikut: 

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 

15 Tahun 2010 

Tanggal: 11 November 2010 

http://repository.usu.ac.id/
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Tentang: Retribusi Peleyanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 

 Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 22 

Tahun 2004 

Tanggal: 31 Desember 2004 

Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Perda kabupaten 

Lamongan No. 6 Tahun 2004 

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 6 

Tahun 2004 

Tanggal: 2 Desember 2004 

Tentang: Pengelolaan Retribusi Parkir 

Dilihat dari semangat Kabupaten Lamongan dalam 

menganalisa kebocaran dan keluar dari sistem yang telah 

ada sebelumnya demi mengefektivkan kinerja sistem 

perparkiran sehingga terjadi peningkatan pendapatan. 

Perumusan kebijakan parkir merupakan langkah sebagai 

penanganan kobocoran pendapatan dari sektor retribusi 

parkir. 

Perencanaan Matang 

 Dinas perhubungan Kabupaten lamongan 

membuat suatu perencanaan internal dan juga erencanaan 

terpadu dan bekerjasamsa dengan instansi lain yang juga 

sebagai instansi pendukung.perencanaan dengan instasi 

lainnya bertujuan untuk pembagian tugassesuai denga 

tugas dan porsinya. Dan sesuai denga sistem yang telah 

direncanakan. Wujud kerjasama deengan instansi lainnya 

tertuang dalam Nota kesepahaman dan juga Surat 

Keputusan Gubernur sebagai berikut: 

 SK. Gub. Prop. Jatim Nomor: 

188/201/KPTS/013/2002 

Tanggal: 2 Juli 2002 

Tentang: Persetujan Pelaksanaan Kerjasama 

Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan 

dengan pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa 

Timur 

 Peraturan Kerjasama antara Pemerintah 

Kabupaten Lamongan, Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur, dan POLRES Lamongan 

Nomor: 181.1/1/413.013/2012 

              970/571120.22/2012 

              B/1986/ IV/2012 

Kerjasma juga dilakuakn Dengan SAMSAT Kabupaten 

Lamongan untuk sistem online dan juga sistem juga 

pelayanan satu atap unutk pembayaran parkir 

berlangganan.wujud perncanaan yang matang seperti 

yang telah dilakukan diinas Perhubungan Kabupaten 

Lamongan menunjukan perencanaan yang matang 

untukk sistem yang semakin disempurnakan tiap 

tahunnya. Dan dar perencanaan ini juga bsa mencakup 

kinerja yang lebih efektiv lagi dalam pelaksanaannya. 

Penyusunan Program yang Tepat 

 Kebijakan parkirberlangganan Kabupaten 

Lamongan berjalan menurut Peraturan daerah yang telah 

disahkan. Dinas perhubungan Kabupaten Lamongan 

telah membentuk tim dan juga koordinator untuk 

pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Dinas 

Perhubungan juga membuka lowongan untuk juru parkir 

dan juga nmemberi pembekalan sebelum juru parkir beru 

diterjunkan di lapangan. Membangun sistem online 

sebagai inovasi juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lamongan demi menjabarkan strategi yang 

telah di rancang bersamsa. Kerjasamsa dengan SAMSAT 

Kabupaten Lamongan juga dilakukan di mana Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan membuat satu loket 

khusus untuk pembagian stiker parkir berlangganan bagi 

para wajib pajak yang telah membayar. Dari sini terlihat 

bahwa Dins perhubungan telah mempersiapkan langkah  

sebagi penjabarn atas strategi yang telah di buat diawal 

diman asistem telah dipersiapkan untuk menuju kinerja 

yang semakin efektiv. Penyempurnaan parkir 

berlangganan juga dilakaukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lamongan guna sebagai langkah awal untuk 

langkah-langkah berikutnya sebagi penjabaran atas 

strategi yang telah di buat sebelumnya. Peningkatan 

pelayanan terhadap pengguna jasa parkir berlangganan 

juga ditingkatkan guna menjamin hak pengguna jasa 

parkir berlangganan unutk dapat menikmatifasilitas yang 

telah di persiapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Lamongan melalui Dinas Perhubungan kabupaten 

Lamongan sebagai organisasi pelaksana.  

Tersediannya Sarana Prasarana 

Penyediaan sarana prasaraana yang mendukung 

efektivitas kinerja dilapangan sangatlah penting dan 

Dinas perhubungan telah menyediakan alat-alat standart 

guna mendukung kinerja yang efektiv di lapangan oleh 

juru parkir. sarana dan prasarana diadakan unutk bisa 

memeberi tanda area parkir berlangganan dimana 

pengguna jasa akan dengan mudah menemukan lokasi 

parkir ebrlangganan dan titik-titik parkir berlangganan. 

Semua penyediaan ini sangatlah penting karena dengan 

penyediaan sarana prasarana yang standart sangat 

membantu kinerja petugas lapangan.   

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat 

Mendidik 

 Sistem pengawasan dari Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lamongan lebih mengawasi pada kinerja 

lapangan dalam hal ini juru parkir.Dinas Perhubungnan 

kabupaten Lamognan telah mempersiapkan tim 

monitoring dimana tim ini akan memonitoring kinerja 

juru parkir parkri yang tersebar di lokasi dan titik-titik 

parkir berlangganan.  

 Dari sistem pengawasan yang telah dilakuan 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan ini juga 

memiliki prosedur tertulis dan lisan. Dari sini terlihat 

bahawa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan benar-

benar ingin mengefektivkan knerja dari juru parkir dan 

juga ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

melalui pelayanan juru parkir yang prima. 

 Sistem pengendalian yang dilakuakn oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan juga bersifat 

mendidik. Dimana sistem yang mendidik itu ditunjukkan 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

263 
 

dengan adanya pembinaan tiap bulannya yang juga 

sebagai sarana komunikasi dan juga penyeimbangan skill 

juru parkir yang bertugas dilapangan. Di sini ditunjukkan 

bahwa Dinas Perhubungan Kabupatn Lamongan ingin 

maju dan juga meningkatkan efektivitas kerja dengan 

pengendalian sumber daya masnusia yang memiliki skill 

prima dalam melayani pengguna jasa parkir 

berlangganan.     

Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dan 

Pengaruhnya pada PAD 
 Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Lamongan adalah efek dari pelaksanaan kebijakn parkir 

beralngganan yang efektiv. James L. Gibson Dkk 

menyampaikan 5 kriteria keefektifan sebagai hasil 

sebuah pelaksanaan yan g efektiv dan kriteria itu antara 

lain: 

-Produksi 

-Efisiensi (efficiency) 

-Kepuasan (satisfaction) 

-Keadaptasian(adaptiveness) 

-Pengembangan (development)  

(James L. Gibson, John M. Ivancevich,  James H 

Donnely. Jr. Editor Agus Dharma SH. M. Ed 1987 : 33) 

Produksi 

 Sebelum kebijakan ini diberlakukan pendapatan 

dari sektor retribusi parkir hanya mencapai Rp 

300.000.000,- per tahunnya, sedangkan dengan 

diberlakukan kebijakan parkir berlangganan yang 

dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lamongan sebagai pelaksananya 

menghasilkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi 

parkir pada tahun berikutnya sebesar Rp 2.850.780.000,- 

. dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya 

kebijakan parkir berlangganan ini secara efektiv maka 

akan terjadi peningkatan pendaptan. Karena semakin 

tinggi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten 

Lamongan maka semakin meningkaat pula pendapatan 

dari sektor parkir sebagai dampak dari pelakanaan 

kebijakan parkir berlangganan. Bisa dikatakan bahwa 

dengan diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan 

di Kabupaten Lamongan, peningkatan pendapatan asli 

daerah di sektor retribusi parkir mengalami peningkatan 

tiap tahunnya karena penigkatannya juga seiring 

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten 

Lamongan. 

Efisiensi 

 Pada kriteria ini efisiensi membandingkan dari 

pengeluaran untuk berproses dengan  pemasukan sebagi 

hasil dari diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan 

yang daam hal ini telah mengalami peningkatan 

pemasukan tiap tahunnya. Pembiayaan gaji juru parkir, 

honor pengawas, pembiayaan sarana prasarana, dan 

pembuatan stiker penanda menjadi biaya yang harus 

dibayarkan untuk berproduksi yang mana pengeluaran 

dibandingkan dengan pemasukan . pelaksanaan parkir 

berlangganan ini mengangkat juru parkir sebagi 

eksekutor di lapangan dengan gaji yang dibawah 

standart. Walau dibawah standart pun tidak menyurutkan 

para juru parkir untuk menghasilkan out put yang baik. 

Dengan pembiayaan gaji yang masih bisa terjangkau oleh 

Pemerintah kabupaten Lamongan dan pelayanan tetap 

terjaga bissa dikatakan bahwa kebijakan parkir 

berlangganan yang sedang berjalan secara efektiv ini 

telah mencapai kriteria efisien sebagai hasil dari 

efektivitas yang telah diusahakan sealma ini.  

Kepuasan 

 Dinas Perhubungan sendiri juga mengakui 

bahwa kebijakan ini menguntungkan Pemerintah Daerah 

dan pelayanannya kurang adil karena di pelosok-pelosok 

desa masih belum terjangkau untuk bisa merasakan 

fasilitas parkir berlangganan karena titik dan lokasi inya 

belum tersebar hingga ke peosok-pelosok.  Dari kurang 

meratanya persebaran ini juga menjadi satu alasan atas 

ketidak puasan pengguna jasa parkir berlangganan yang 

bertempat tinggal di luar Kecamatan Lamongan dan 

Kecamatan Babat saja. Ketidak puas  an ini yang 

mengakibatkan orangmenjadi tidak perduli akan 

kebijjakan yang di keluarkan Pemerintah Darah Karena 

persebagarn faasilitasnya tidak merata. 

 Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten 

Lamongan ini bisa dikatakan masih kurang optimal 

dalam pelayanannya kepada masyarakat terbukti dengan 

adanya keluhan dari masyarakat dan juga titik lokasi 

yang masih belum tersebar di seluruh Kecamatan-

kecamatan.  

Keadaptasian 

Contoh keadaptasian dalam pelaksanaan 

kebjakan parkir berlangganan ini adalah dengan 

berinovasi sistem dalam pembayaran yang telah 

mengginakan sistem online. Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lamongan berusaha untuk berinovasi guna 

beradaptasi dengankamajuan jaman yang mana segalanya 

di tuntuk untuk simple dan mudah. Usaha unutk 

beradaptasi dengan tuntutan jaman ini memjadi buti 

bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah 

berusaha unutk menjaga kelangsungan pelaksanaan 

kebijakan parkir berlangganan. 

 Penngembangan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 

sebagi pelaksana kebijakan parir belangganan telah 

berupaya melakukan pengembangan guna menjawab 

tuntutan di lapangan atas ketidak nyamanan penngguna 

jasa parkir berlangganan. Pengembangan yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan antara 

lain adalah pengembangan SDM dengan 

mengembangkan skill juru parkir. pengembangan ini 

dilakukan untuk upgrading sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan dalam pelayanan ddi lapangan kepada 

pengguna jasa sehingga keluhan dari pengguna jasa pun 

bisa diatasi. 

Pengembangan lain yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan ialah degan 
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menambah kapasitas area parkir berlangganan. Dalam 

kenyataannya masih banyak yang mengeluh tentang 

persebaran lokasi dan titik parkir berlangganan karena 

persebarannya tidak mereata dan hanya baru dua 

Kecamatan saja Dinas Perhbungan berencana unutk 

meningkatkan kapasita area Parkir berlngganan di tiap 

tempat umum yang dalam hal ini merupakan faasilitas 

dari Pemerintah makan akan di jadikan sebagai lokasi 

dan titik parkir berlangganan. Dan ini merupakan wujud 

pelayanan yang berkembang dari penyempurnaan.   

Kesimpulan 
 Dari hasil analisis dan  intepretasi teroritik maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai beikut: 

1. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten  

Lamongan  telah berjalan  secara efektif dan terlihat 

dari beberapa pencapaian indikator keefektivan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten 

Lamongan memiliki tujuan yang jelas yaitu 

peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten 

Lamongan. 

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 

selaku organinsasi pelaksana kebijakan parkir 

berlangganan memiliki strategi dimana mulai 

dari mempersiapkan SDM dengan baik hingga 

mempersiapkan sistem yang selalu 

disempurnakan di tiap tahunnya dan juga Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lamongan telah 

berinovasi dengan membuat sistem pembayaran 

secara online. 

3. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten 

Lamongan telah mampu menganalisa kebocoran 

pemasukan dari sektor parkir sebelum 

diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan 

dan  setelah ditetapkannya kebijakn parkir 

berlangganan dan dilaksanakan, Kabupaten 

Lamongan berhasil mengatasi kebocoran 

pemasukan kas daerah dari sektor parkir. 

4. Dinas Perhubungan selaku organisasi pelaksana 

telah bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan 

parkir berlangganan ini dengan SAMSAT 

Kabupaten Lamongan  dalam pembayaran parkri 

berlangganan dan juga dengan Dispenda 

Provinsi Jawa Timur danjuga kerjasama dengan 

POLRES Lamongan  dalam rangka bagi hasil 

dari pemasukan parkir berlangganan. Kerjasama 

ini dilakukan unutk bisa memperluas koordinasi 

dan juga kerjasama demi kelancran dan 

efektivitas kebijakan parkir berlangganan. 

5. Dinas perhubungan telah mempersiapkan 

anggota dan juga koordinator untuk pelaksanaan 

kebijakan parkir berlangganan dan juga 

membuka lowongan pekerjaan untuk posisi juru 

parkir sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja. Inovavsi juga dilakukan dalam sistem 

pembayaran. Peningkatan pelayanan juga 

semakin ditingkatkan agar menjamin hak 

pengguna jasa parkir berlangganan. 

6. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir 

berlangganan ini juga diperhatikan dengan baik 

di sisi sarana dan prasarana dimana srana-sarana 

yagn digunakan  oeh juru parkir telah memenuhi 

kebutuhan kerja mereka.  

7. Sistem pengawasan  pelaksanaannya pun telah 

di atur dengan  baik dengan peraturan  lisan dan 

tertulis dimana ini untuk mengontrol kinerja juru 

parkir dalam pelayanan kepada pengguna jasa 

dan Dnas Perhubungan Kabupaten Lamongan 

juga membentuk tim pengawas. Sistem 

pengendalian juga bersifat mendidik dimana tiap 

bulannya diadakan pembinaan guna 

menyeimbangakan skill juru parkir. 

2. Peningkatan pendapatan asli daerah dari kebijakan 

parkir berrlangganan dapat disimpulkan sebagai 

berikut ini: 

1. Pendapatan dari perparkirran setelah 

diberlakukannyakebijakan parkir berlangganan 

di Kabupaten Lamongan sangat berpengaruh 

hingga mengalami lonjakan pendapatan 385,9% 

di tahun pertama dari yang awalnya hanya Rp 

600.000.000,- pertahun dan kini menjadi Rp 

6.244.503.000,- . lonjakan itu menungjukkan 

bahwa kebijakan parkir ebrlangganan di 

kabupaten lamongan telah berjalan efektif dan 

juga sangat berpengaruh pada pendapatan asli 

daerah Kannupaten Lamongan sehingga terjadi 

peningkatan yang jauh dari sebulum hingga 

sesudah di berlakukannya kebijakanparkir 

berlangganan. Kebijakan parkir berlangganan 

dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah 

karena mengurangi kebocoran dan mampu 

mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 

2. Pendapatan asli daerah kabupaten lamongan dari 

perparkiran sejak diberlakukannya kebijakan 

parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan 

juga didukung oleh sumberdaya yang digaji 

mulai dari juru parkir, honor pengawas hingga 

pengeluaran unutk sarana prasarana. 

Pengeluaran itu sebagai sebagi modal dalam 

pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupatan 

Lamongan. Dan pengelolaan modal secara 

efisien dinilai mampu meningkatkan efektivitas 

dalam pelaksanaan kebijakan parkir 

ebrlangganan di Kabupaten Lamongan sehingga 

berdampak besar pada pendapatan asli daaerah 

Kabupaten Lamongan dari sektor perparkiran. 

3. Kebijakan parkir berlangganan sangat 

bepengaaruh terhadap peningkatan pendapatan 

asli daerah dari sektor perparkir ran tetapi masih 

ada keluahan drai pengguna jasa parkir 

berlangganan dimana mulai dari juru parkir 

nakal, ketidak nyamanan dalam  menggunakan  
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jasa parkir berlanggnanan, ketidak puasan akibat 

titik parkir berlangganan tidak merata dan baru 

ada di 2 Kecamatan saja. Ketidak puasan ini 

mengakibatkan pengguna jasa menjadi kurang 

pedulil terhadap kebijakan parkri berlangganan 

dimana mereka tettap membayar tetapi tidak 

memperdulikan adanya kebijakan ini. Dan dapat 

dikatakan bahwa kebijakan  ini menguntungkan 

pemerintah tetapi masih harus ada yang 

diperbaiki lagi agar pengguna jasa merasa puas 

dan nyaman menggunakan jasa parkir 

berlangganan. 

4. Menjaga keberlangsungan kebijakan parkir 

berlangganan di Kabupaten Lamognan ini 

dilakukan dengan cara berinovasi dalam sistem 

pembayaran. Sistem pembayaran online 

menunjukkan bahwa kebijakan parkri 

berlangganan ini bisa beradaptasi dengan 

tuntutuan jaman dimama semakin dituntut untuk 

simple dan mudah.  

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 

sebagai organisasi pelaksana telah 

mengembangkan skill petugas lapangan dengan 

melakukan up garading agar pelayanan juga 

bisa ditingkatkan mengeingat banyak keluhan 

dari pengguna jasa parkri berlangganan. 

Pengembangan lainnya dilakukan dengan cara 

memperbanyak titik lokasi parkir ebrlangganan 

agar pelayanan bisa merata dirasakan oleh 

seluruh pengguna jasa parkri berlangganan di 

Kabupaten Lamongan. Dan dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan parkir berlangganan ini dari 

mulai sistem hingga Sumber daya manusianya 

semakin dikembangkan agar bisa melayani 

pengguna jasa dengan baik dan juga 

menigkatkan efektivitas kebijakan parkir 

berlangganan. 

IV.2. Saran 

 Berdasar hasil dari penelitian mengenai 

efektivitas kebijakan parkir berlangganan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Lamongan bisa dikatakan telah berjalan efektiv tetapi ada 

beberapa temuan yang menjadi catatan bagi pelaksana 

kebijakan parkir berlanganan oleh karena itu peneliti 

mencoba untuk memberi beberapa saran sebagai 

masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan terlebih Dinas perhubungan 

kabupaten Lamongna sebagai pelaksana. Beberapa saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terkait masalah kepuasan pengguna jasa 

seharusnya bisa menjadi perhatian utuk 

memonitoring kembali juru parkir yang masih 

meminta bayar ketika pengguna jas parkir 

berlanggnan melakukan parkir di lokasi dan titik 

parkir berlangganan dan juga Dinas 

Perhubungan harus menindak juru parkir nakal 

sehingga kepuasn dalam menikmati faasilitas 

parkir berlanggnana bisa terpenuhi. 

2. Meningkatkan keamanan di lokasi dan titik 

parkir berlangganan sehingg pengguna jasa 

parkir berlangganan bisa memiliki rasa aman 

ketia mempercayakan keamanan kendaraan 

bermotornya kepada juru  parkir berlangganan 

di lokasi dan titik parkir berlangganan. 

3. Penambahan titik parkir berlanggnana amatlah 

perlu karena persebarannya dianggap tidak adil 

oleh pengguna jasa parkir berlangganan karena 

penggua jasa parkir berlangganan yang beraa 

diluar Kecamatan Lamongan dan Babat juga 

membayar parkr berlangganan dan retribusi 

yang dibayar oleh penggua jasa harus ada timbal 

baliknya secara merata.  
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